UNIVERSITAS

KINERJA PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH SELAMA
PERIODE 2010-2015
SALMAN FARIZ, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

Adams, 2013. Incentives to Create Jobs: Regional Sudsidies, National Trade Policy
and Foreign Direct Investment. Journal of Public Economics Elsevier
111 (2014) 102-119. Washington, DC, United States.

Anonim. 2016. Bagian Kerjasama dan Investasi Kota Bekasi. Website Resmi Kota
Bekasi. Diakses pada tanggal 27 September 2015 dari
http://lwww.bekasikota.go.id/read/5348/bagian-kerjasama-dan-
investasi.

, 2017. Perpres LRT Terbit, Ini Perkembangan Proyek LRT Jakarta, 19 Mei
2017. Tempo. Diakses pada tanggal 19 Juni 2017 dari
https://metro.tempo.co/read/news/2017/05/19/083876952/perpres-Irt-
terbit-ini-perkembangan-proyek-Irt-jakarta.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. 2015 Rencana
Strategis Perencanaan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat 2015.
Jawa Barat: BPMPT.

(b), 2015. Realisasi Investasi se-Jawa Barat Periode Laporan Januari —
September 2015. BPMPT Provinsi Jawa Barat. Diakses pada tanggal 2
Mei 2017 dari http://bpmpt.jabarprov.go.id/

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2015. Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2014.
Bekasi: Badan Pusat Statistik.

Fukuyama, Francis. 2013. What is Governance. An International Journal of Policy,
Administrations, and Institutions. Vol 26, No. 3 (pp 347-368)

Geddes, 2013. Why Do U.S. States Adopt Public-Private-Partnership Enabling
Legislation? Journal of Urban Economics 78 (2013) 30-41. Cornell
University, New York, United States.

Khairuddin, dkk. 2011. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan
Indonesia. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.

KPPOD, 2002. Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota: Studi Kasus di
90 Kabupaten/Kota. Jakarta.

KPPOD, 2005. Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2005
Persepsi Dunia Usaha: Peringkat 169 Kabupaten dan 59 Kota di
Indonesia, Metodologi dan Temuan Utama. Jakarta.

Kuncoro (a). 2000. “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antarkecamatan di
Kabupaten Banyumas 1993-2000”. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol
8, No. 2,pp. 97-110.

(b) 2002. Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster
Industri Indonesia. Yogyakarta: AMP YKPN.

Lesmann, 2012. Foreign Direct Investment and Regional Inequality: A Panel data
Analysis. China Economic Review Elsevier 24 (2013) 129-149.
Universitat Dresden, Germany.

110


http://www.bekasikota.go.id/read/5348/bagian-kerjasama-dan-investasi
http://www.bekasikota.go.id/read/5348/bagian-kerjasama-dan-investasi

KINERJA PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH SELAMA
PERIODE 2010-2015
SALMAN FARIZ, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Muta’ali, 2010 (a). Buku Ajar: Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta:
Fakultas Geografi UGM.
(2015) (b). Teknik Analisis Regional. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas
Geografi UGM.
Noor, 2009. Investasi: Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat. Indeks, Jakarta.
Nikawa, 2006. Decentralization and Local Governance: Reinforcing Democracy and
Effectiveness of Local Government. Paper presented in Regional
Forum on Reinventing Government in Asia Building Trust in
Government: Innovations to Improve Governance 6-8 September 2006,
Seoul, Republic of Korea.
Pemerintah Kota Bekasi. (2012). Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2012
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kota
Bekasi. Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi.
(2014). Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi. Bekasi:
Pemerintah Kota Bekasi.
(2014). Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi.
Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi.
Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Lembaran Negara Rl Tahun 1999, No. 75. Sekretariat Negara.
Jakarta.
(1999). Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara Rl Tahun
1999, No. 60. Sekretariat Negara. Jakarta.
(2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Lembaran Negara Rl Tahun 2004, No. 125. Sekretariat Negara. Jakarta.

(2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara Rl Tahun
2004, No. 5. Sekretariat Negara. Jakarta

Rustiadi, Ernan dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Crespent Press

Rusyanto, 2016. Permintaan Apartemen Masih Tinggi di Kota Bekasi, 13 Desember
2016. Berita Satu. Diakses pada tanggal 19 Juni 2017 dari
http://www.beritasatu.com/hunian/404388-permintaan-apartemen-
masih-tinggi-di-bekasi.html

Sarundayang, S. 1997. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Sinar Harapan,
Jakarta.

111



KINERJA PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH SELAMA
PERIODE 2010-2015
SALMAN FARIZ, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Sondakh, L. W. 2003 Globalisasi dan Desentralisasi: Perspektif Ekonomi Lokal.
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Syafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Padang: Badouse Media

Todaro, M dan S.C Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi, Edisi 8. Erlangga, Jakarta.

Yunus, H.S. 2010. Metode Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Penerbit
Pustaka Pelajar

Yuwanto, 2012. Warga Minati Apartemen di Kota Bekasi, 16 Februari 2012.
Republika. Diakses pada tanggal 19 Juni 2017 dari
http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/16/02/12/02ffp7-
warga-minati-apartemen-di-kota-bekasi.

112



	DAFTAR PUSTAKA

